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NOMOR 100.3.3.1/ 301 TAHUN 2025
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CUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa dengan adanya perubahan susunan
keanggotaan Tim koordinasi program Transformasi
Ekuriorr'ri kanrpurtg Ter padu Pr<;vinsi Papua Tengah
Tahun 2025, perlu meninjau kembali Keputusan
Cubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/265 Tahun
2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Provinsi
n^ _--^,r1^__^l-,Tr_l_--.- .t/\^E.rdPqd l cllEilJl ta1'trurl zvzJ,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan
Cubernur Papua Tengah Nomor 1OO.3.3.1/265 Tahun
2O25 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Provinsi
Papua Tengah Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OOl tentang
tJtonomi Khusus Bagr Provinsi Papua (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tanrbaharr Lembararr Negara Republik Indonesia
Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2l
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Unciang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua Tengah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2l Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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2. Undang-Undang..... / 2



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2O24 tentang Desa (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan l,embaran Negara Republik Nomor 5914);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintah (l,embaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tamtrahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik
lnclonesia Nomor b85b);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keda
Meniadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
l,embaran Negara Republik Nomor 6856);

5. Undang-Undalg Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pr,tsat dan
Pcmcrintah Daerah {lrmbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022
terrtang Pernbentukan Provinsi Papua Tcrrgair
(Lembaran iiegara Republik indonesia Tabun 2022
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68O4);

7. Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara
Republik indorrcsia Tairun 20i9 Nomor -12, Ta.rrrba-r-ral
[-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8.Peraturan Gubernur.../3
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Menetapkan
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L Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O21 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik
l-l^-^-:^ 'F^l^,,- an.t1 nt^-^- .'tao ,n^-L^t-^--rrrrrvrlust.r r ctltLrt. -wa L rrLrlllLrl .<,Jo, l€tlllLrd.lratt
kmbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 673O),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor i06 Tahun 2O2l
t a^t^^ d V^,,,^^^^-^^ ,{^- l/-l^-k^^-^- D-l^1.-^-^^-(er rru. 16 6q.rrr r

Kebijakan Otonomi Khusus Papua (tembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2025 Nomor 163);

9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 19 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
.t(ltI trl rrsLl a5t r\cPqr luuq ul1,ar I ualt rclrLalaLall irrprt,
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi
Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2022 Nomor 191;

lo.Keputusan Gubemur Papua Tengah
Nomor 100.3.3.1/265 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Program Transformasi
Ekonomi Kampung Terpadu Provinsi Papua Tengah
Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

1166rli4h T -aniran L-a^r rtr taa"T f-:rrhernrrr Danrra TancrrhssrrrPa^ .xr r rvt,s!seq..

Nomor 1OO.3.3.1/265 Tahun 2025 tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, sebagaimana
tercarrturu dalarl Larrrpira.rr Kcputusarr ini,
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Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2O25

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/TrD

MEKI NAWIPAAHP
dengan aslinya

HI.IKIJM

NG, S.H., M.H.
121002

Keputusan ini disampaikan keoada Yth:

l. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan lvestasi Desa dan Daerah
Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
ul J daru ra,

2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRPT di Nabire;
4. INSPEKIUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Ra pperirta Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.
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Anggota

LAMPIRAN
KEPLTTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
i\ioMoR i00.3.3.ii 30i TAHUN 2025
TET.ITANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
PAPUA TENCAH TENTANG PEMBEI.ITUKAN
TIM KOORDINASI PROGRAM
I A-.tlr or \-rr\lvlnol rrI\\Jrt\_rlYll l\.6JYlrullt
TERPADU PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

: Gubernur Papua Tengah

: Wakil Gubernur Papua Tengah

Kcpala Bapperida Provinsi Papua Tcngah

1. Kepala Dinas Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kampung Provinsi Papua Tengah

2. Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua
Tengah

3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Provtnsi Papua Tengah

4. Kepala Dinas Ling[ungan Hidup,
Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi
Papua Tengah

5. Kepa.la Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahaan Rakyat Provinsi Papua
Tengah

GUBERNUR PAPUA TENCAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

dengan aslinya
HUKUM,

G, S.I{., M.H.
oo2121002
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